
BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

TATA KER.IA PARA STAF AHLI BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAI{

DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Staf Ahli

Bupati datam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu

dilakukan penataan hubungan yarrg terkoordinasi,

terintegrasi dan tersinkronisasi dengan perangkat daerah

di tingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Kerja Para Staf Ahli Bupati

Kepulauan Sangihe dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b.

f



Mengingat : 1.
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

L822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2AO2 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OA2 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2AO7 tentang Pembentukan Kabu-paten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara

{Iembaran Negara Republik Iadonesia Tahun 2OOZ

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a69\;
Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OA3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a286|;

Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undalg-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}tl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a!;

2.

3.

4.

5.
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6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2A74 tentang Aparatur

sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9a);

7" Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang

pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244,Tar*bahafl Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentartg

Formasi Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ooo Nomor 194, Tatthahan I-emtraral

Negara Republik Indonesia Nomor aO15);

9. Peraturan Pemerintah lJomor 9 Tahun 2003 tentang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2aa3 Nomor 14O, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peratural Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

pembagian Urusan Pemerintaban ar*ara Pemerintah,

pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupate n I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7371;

12. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2AA7 tentang

organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47aL|;

13. Peratrrran Pemerintah Nomor 59 Tahun 2414 tentang

Perubafian Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud

menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi

sulawesi utara (kmbaran Negara Republik Indonesia

10.

11.
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Tahun 2074 Nomor 167, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5557);

74. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Daiam Negeri

Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedorrran Pengelalaan

Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2AA7

tentang Pengawasan Peraturan Daerah daa Peraturan

Kepala Daerah;

16. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 57 Tahun 2AOT

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 1 Taleun 2Al4 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OL4 Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomcr

10 Tahun 2OO8 tentang Urusan Wajib dan Urusan

Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kepuiauan Sangihe (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OOB Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor

t4 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Ke4a

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakiian

Rakyat Daerah (Lembaran Daer-ah Kabupaten Kepulauan

Sangihe Tahun 2OO8 Nomor 14);

2O. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor" 25 Tahun

2OO8 tentang Uraian Thgas Sekretariat Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

+
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA PARA STAF

AHLI BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DENGAN SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE

BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengal :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Pemerintahan Daerah adatah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintatr Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesi.a

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksasraan urusall pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

6. Staf Ahli Bupati adaiah uRsur pembanfu Bupati yang rnemiliki tugas

memberikan telaahan mengenai masalah Pemer-intahan Daerah dan

analisis kebijakan Pemerintah di Daerah sebagai bahan pertimbangan yang

berkaitan dengan tugas-tugas Bupati dalam Bidang Hukum dan Politik,

Bidang Pemerintahal, Bidareg FembangunaR, Bidang Kemasyarakatan da:e

Sumber Daya Manusia serta Bidang Ekonomi dan Keuangan;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKtrD adalah Satt-ran

Ke{a Perangkat Daerah di tingkunga.n Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

+
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8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati daiarn penyeienggaraan

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

9. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis,

tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus

ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan;

l0.Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat

Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja daIam rangka

optimaiisasi hasil kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagran Kesatu

Maksud

Pasal 2

Poia Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan SKPD dimaksudkan sebagai

acuan pelaksanaan prosedur dan tata kerja antara Staf Ahli Bupati dengan

SKPD untuk membuat dan merumuskan kebijakan daerah.

Bagian Kedua

T\rjuan

Pasal 3

Pola hubungan kerja bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja antara

Staf Ahli Bupati dengan SKPD sehingga terjalin hubungan yang saling

mendukung dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

+
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Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip poia hubungan kerja Staf Ahii Bupati riengan SKPD yaitu:
a. saling membantrr dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan

publik yang terpariu, menyeiuruh dan berkeianjutan;

b. saling mendorong kemandirian satuan kerja perangkat daerah yang

mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan; dan

c. memberikan bahan maLrpun informasi kepada Staf Ahli Bupati untuk

dijadikan bahan telaahan, kajian, analisis untuk dijadikan masukan

kepada Bupati datam mengambii kebijakan.

BAB III
HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatrr

Pembidangan Staf Ahli Bupati

Pasal 5

{1) Staf Ahii Bupati terciiri ciari :

a. StaJ Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik'

b. Staf Ahii Bupati Bidang Pemerintahan;

c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

d. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan; dan

e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(2) Staf Ahii Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

melaksanakan tugas darr fungsinya berkoordinasi Cengan SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

{3) Dalam hal Staf Ahli Bupati melakukan koordinasi, SKPD wajib memberikan

fasilitasi;

+
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(a) Dalam haI SKPD di lingkungall Pemerintah Kabupaten sangihe, men]rusun

perencanaan dal1 pelaksanaan prograln pembangunan daeratr dapat

mengikutsertakan Staf Ahli Bupati.

Pasa-I 6

staf AhIi Bupati Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (u huruf a, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

berkoordinasi dengan sKPD/Unit Kerja sebagai berikut :

a. Bagran Hukr.lm dan Hak Asasi Manusia;

b. Inspektorat;

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. Satuan Polisi Pamong Praja;

e. Sekreta-r'iat DPRD;

f. Badan Narkotika;

g. Unit lain terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

h. Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi t-Itara di Kabupaten

Kepulauan Sangihe dan

i Instansi Vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe'

Pasal 7

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi

dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut:

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;

b. Bagian Pemerintahan Desa;

c. Bagian Umum;

d. Bagian Hubungan MasYarakat;

e. Bagian Penghubung;

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatant Sipil;

g. Badan Pengelola Perbatasan.

'+
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h. Unit iain terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

i. Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten

Kepulauan Sangihe dan

j. Instansi Vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 8

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut :

a. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraart Rakyat;

b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

d. Dinas Kesehatan;

e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

f. Badan Pemberdayaan Masyarakat;

g. Badan Penalggulangan Bencala Daerah;

h. Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna;

i. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

j. Bagian Organisasi;

k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan

1. Unit lain terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

m. Unit Kerja Pemerintah Daerafr Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten

Kepulauan Sangihe dart

n. Instansi Vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasa1 9

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi

dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut:

a. Bagran Administrasi Pembangunan;
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b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Dinas Pekerjaan Umum;

d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

e. Dinas Perumahan dan Permukiman;

f. Badan Lingkungan Hidup;

g. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Per:ikartart dan Kehutanan;

h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

i. Bagian Pengelola Data Elektronik;

j. Dinas Kelautan dan Perikanan ;

k. Dinas Pertanian, Peternakan, Per:kebunan dan Kehutanan; dan

I. Unit lain terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

m. Unit Ke{a Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten

Kepulauan Sangihe; dan

n. Instansi Vertikal di Kabupa-ten Kepulaua.n Sangihe.

Pasa1 1O

Staf AhIi Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf e, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut

a. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA;

b. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daera}:';

c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. Dinas Periaelustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah;

e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

f. Badan Ketahanan Pangan; dan

g. Unit lain terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

+
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h. unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi sulawesi utara di Kabupaten

Kepulauan Sangihe; dan

n. Instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bagian Kedua

Bentuk Pola Hubungan Keda

Pasa1 11

(1) pola hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan SKPD bersifat Koordinatif dan

Konsultatif;

(2) Pelaksanaan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempelhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan keter=paduan, efisiensi dan

efektifitas dalam pelayanan publik serta kepentingan masyarakat'

Pasal 12

Bentuk pola hubgngan kerja bersifat Koordinatif dan Konsultatif, meliputi :

a. Staf Ahli Bupati dapat meminta data dan informasi mengenai suatu hal

yang berkaitan dengan per{rusunan bahan telaahan pada SKPD baik secara

lisan maupun tulisan;

b. Staf AhIi Bupati diikutsertakan oleh SKPD dalam penJrusunan perumusan

kebijakan;

q
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c. Staf AhIi Bupati dapat memberikan pendapat jika diminta oleh SKPD,

terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas dan fungisnya baik secara

lisan maupun tulisan;

Pasal 13

Pelaksanaan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

dilakukan dalam rangka perencanaan dan perumus€Ln telaahan dalam

perr5rusunan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 14

Para Staf AhIi dalam pelaksanaan tugasnya memberikan laporan kegiatan

secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15

Tahun 2OLO tentang Tata Kerja Para Staf Ahli Bupati Kepulauan Sangihe

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

+
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Pasal 16

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

Ditetapkan di

pada tanggal,

Tahuna
25 Aprtl 2015

Diundangkan di Ta.huna

pada tanggal, 2J LPfiL 2A15

PIt. SEKRETARIS D

JOSE

BEzuTA DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRON

I"&UAN SANGIHE,

NDO, BAE

KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015 NOMOR ?

MAKAGANSA


